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KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN GROBOGAN 

Nomor : 470/ 419.1/2018 

 

TENTANG 

 
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN GROBOGAN 
 

 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN GROBOGAN, 
 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas 

serta standarisasi pelayanan, perlu penerapan Standar 

Operasional Prosedur sehingga prosedur menjadi jelas 

dan mudah diketahui alur yang harus dipenuhi oleh 

pengguna jasa pelayanan; 

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas 

serta standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan 

penerapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Grobogan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam 

huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala 

Dinas;  



 

 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang 



 

 

Perubahan keempat  atas Peraturan Presiden Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara 

Nasional; 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; (Lembaran Negara RI Tahun 2018 

Nomor 184); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6 

Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa Tengah 6/2017). 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 15); 



 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU          : Setiap Bidang/Bagian/Seksi yang berada pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Grobogan dalam pelaksanaan kegiatannya wajib 

mengikuti ketentuan Penerapan Standar Operasional 

Prosedur. 

 KEDUA            : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU dapat diperinci lebih lanjut 

sesuai kebutuhan oleh setiap Bidang/Bagian/Seksi yang 

ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Grobogan dengan tetap mengacu pada 

Pedoman Penerapan Standar Operasional Prosedur. 

 KETIGA           : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

                                         Ditetapkan di Purwodadi 
                                         pada tanggal        Mei 2018 

 
                                KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN      

                                 PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN 
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